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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN  

A. Kesimpulan   

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah peneliti kaji 

pada setiap sub bab pembahasan,maka dalam hal ini peneliti memberikan 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Perlindungan Hukum terhadap debitur pada layanan pinjaman uang 

berbasis Online Ilegal terdapat peraturan dan ketentuan-ketentuan yang 

mengatur terhadap penyelenggara kegiatan ini, pelaku usaha atau 

penyelenggara Fintech wajib memperhatikan dan melaksanakan 

ketentunntuan-ketentuan pada Peraturan OJK Nomor 77/POJK.07/2016 

Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. 

Dan terdapat dalam ketentuan-ketentuan khusus yang diatur berdasarkan 

perlindungan hukum secara preventif dan represif. Perlindungan hukum 

secara preventif bertujuan untuk mencagah terjadinya sengketa dan 

tindakan pemerintah untuk bersikap hati-hati dalam pengambilan 

keputusan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) 

tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. 

2. Upaya penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh debitur apabila 

mengalami permasalahan pada layanan pinjaman uang berbasis Online 

apabila penyelenggara merupakan penyelenggara berizin maka debitur 

dapat melaporkan kepada APFI yang merupakan asosiasi resmi yang telah 

ditunjuk oleh OJK, namun apabila debitur merupakan korban dari 



 

penyelenggara illegal atau tidak berizin maka selain melaporkan kepada 

OJK agar dapat dilakukan pemblokiran debitur juga harus melaporka ke 

pihak kepolisian terkait tindak pidana yang dialami serta meminta 

bantuan Lembaga hukum. Agar debitur atau konsumen terhindar dari jerat 

hutang dan permasalahan lainnya pada layanan pinjaman uang berbasis 

Fintech ini maka debitur perlu  memperhatikan Tindakan-tindakan 

preventif seperti memastikan menggunakan layanan pinjaman dari 

penyelenggara yang legal atau terdaftar OJK, membaca dan memahami 

seluruh informasi serta syarat ketentuan, melakukan pinjaman sesuai 

dengan kebutuhan dan kemampuan, serta ingat akan kewajiban membayar 

pinjaman dan tidak menghindar ketika penagihan. 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang sudah penulis jabarkan di atas, maka penulis 

dapat memberikan sumbangan pemikiran berupa saran-saran yaitu sebagai 

berikut : 

1. Perlindungan hukum bagi debitur dalam pinjaman online agar diatur 

dalam perjanjian, pada saat melakukan transaksi. Seharusnya OJK 

sebagai instansi yang mengawasi para pelaku Fintech harus 

memberikan tindakan tegas sehubungan dengan pelanggaran yang 

terjadi. 

2. Upaya Proses penyelesaian hukum sebaiknya agar dilakukan untuk 

mencapai kesepakatan supaya tidak merugikan pihak manapun. 
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